
 

 

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

NOMOR HK.02.02.21.02.25.23 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dalam rangka pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Biro 

Perencanaan dan Keuangan perlu disusun Rencana Kerja 

Reformasi Birokrasi. 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan 

Biro Perencanaan dan Keuangan tentang Rencana Kerja 

Pembangungan Zona Integritas Biro Perencanaan dan 

Keuangan Tahun 2025. 

Mengingat  : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571); 

 2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002); 

 3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 629); 



 

 

 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan 

dan Evaluasi  Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada 

Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

  MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 

ZONA INTEGRITAS BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

TAHUN 2025; 

Pertama : Menetapkan Rencana Kerja  Pembangungan Zona 

Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

   

  DITETAPKAN DI JAKARTA 

PADA TANGGAL, 26 FEBRUARI 2025 
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN, 
 

 
 
 

 
ALI MUHARAM 

 



 

 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN 

DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT 
DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.21.02.25.23 

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 
ZONA INTEGRITAS BIRO PERENCANAAN DAN 
KEUANGAN TAHUN 2025 

 
 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2025 

 
KOMPONEN RENCANA KEGIATAN BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MANAJEMEN PERUBAHAN 

Tim Kerja Penyusunan dan Penetapan: 

a. Keputusan Kepala Biro 

Perencanaan dan 

Keuangan tentang 

Mekanisme dan Kriteria 
Pembentukan Tim Kerja ZI 

Biro Perencanaan dan 

Keuangan Tahun 2025 

b. Keputusan Kepala Biro 

Perencanaan dan 
Keuangan tentang Tim ZI 

Biro Perencanaan dan 

Keuangan Tahun 2025 

c. Keputusan Kepala Biro 

Perencanaan dan 

Keuangan tentang  

            



 

 

KOMPONEN RENCANA KEGIATAN BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pemimpin dan Agen 

Perubahan Biro 

Perencanaan dan 

Keuangan Tahun 2025 

Rencana 
Pembangunan 

Zona Integritas 

a. Pembahasan rencana kerja 
ZI Biro Perencanaan dan 

Keuangan Tahun 2025 

b. Penetapan Rencana Kerja 

ZI Biro Perencanaan dan 

Keuangan Tahun 2025 

            

c. Diseminasi  Rencana 
Kerja Pembangunan Zona 

Integritas kepada 

pegawai 

d. Diseminasi hasil Monev 

Renja Pembangunan 

Zona Integritas per 
triwulan kepada pegawai 

            

Pemantauan 

dan Evaluasi 

Pembangunan 

WBK/WBBM 

Monev pelaksanaan RB dalam 

rangka pembangunan ZI 

menuju WBK/WBBM Biro 

Perencanaan dan Keuangan 

 

            

Perubahan 
pola pikir dan 

budaya kerja 

a. Pimpinan terlibat dalam 
pembahasan dan 

pelaksanaan  kegiatan 

pembangunan ZI 

b. Pimpinan melaporkan 

LHKPN/ SPT/ gratifikasi 
c. Komitmen bersama: 

dukungan mewujdukan 

zona integritas 

            

d. Pertemuan rutin AoC             



 

 

KOMPONEN RENCANA KEGIATAN BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

e. Pemantauan dan evaluasi 

rencana aksi perubahan 

f. Penilaian pelaksanaan 

rencana aksi oleh 
Pemimpin Perubahan 

g. Penjaringan Aspirasi 

Warga (PAW) 

h. Virtual Background 

Rorenkeu: Elegant in 

Pride 
i. Konsolidasi Materi 

Produk Informasi dan 

Edukasi Rorenkeu  

j. Reformasi Media Sosial 

k. Buka Blokir: Tebak Film  

l. Buka Blokir: Ngobrol 
bareng Expert 

m. Makanan Bergizi Gratis 

n. Stretching Time 

o. Spirit of the weeks: kata 

kata inspirasi  dan 
Rorenkeu's Valuable 

Employees 

            

 p. Komitmen Bersama: 

dukungan mewujudukan 

zona integritas 

q. Pelibatan seluruh pegawai 

dalam kegiatan 
pembangunan ZI  

            

TATA LAKSANA 
 

Prosedur 
operasional 

tetap (SOP) 

a. Reviu dan Penetapan 
SOP  yang sudah 

mengacu pada peta 

            



 

 

KOMPONEN RENCANA KEGIATAN BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

kegiatan 

utama 

bisnis BPOM dan telah 

disertifikasi ISO 

9001:2015 

 b. Pelaksanaan Audit 

Internal dan Audit 
Eksternal ISO 9001:2015 

            

c. Pelaksanaan Rapat 

Tinjauan Manajemen 

            

Sistem 
Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik 

a. Pengukuran Kinerja Biro 
Perencanaan dan 

Keuangan Per TW dengan 

e-performance, monev 

DJA, monev Bappenas 

b. Penilaian SKP para 
pegawai Biro Perencanaan 

dan Keuangan pada 

aplikasi SIASN per bulan 

melalui SIMAKIN 

c. Pengawasan kearsipan 

            

d. Melakukan Kegiatan 

kepegawaian pada aplikasi 
SIASN 

            

e. Pelaksanaan layanan 

terpadu pada situs web 

birorenkeu.pom.go.id 

f. Pelayanan pembuatan 

akun baru/ update pada 
aplikasi yang dikelola Biro 

Perencanaan dan 

Keuangan (SMARTPOM; 

Simetris modul E 

Planning, modul RHPK, 

modul E Performance; 
KRISNA; SAKTI modul 

            



 

 

KOMPONEN RENCANA KEGIATAN BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

pembayaran dan 

komitmen; SEHATI; 

SRIKANDI) 

g. Publikasi layanan 
rorenkeu pada medsos 

rorenkeu 

 h. Rapat pembahasan dan 

evaluasi pemanfaatan TI 

i. Laporan hasil pembahasan 

dan evaluasi pemanfaatan 
TI 

j. Tindak lanjut hasil 

pemantauan dan evaluasi 

pemanfaatan TI 

            

Keterbukaan 

Informasi 

Publik 

a. Penetapan SK tentang 

pejabat PPID di Rorenkeu 

b. Bukti penyediaan 
Informasi Yang Wajib 

Disediakan Dan 

Diumumkan Secara 

Berkala 

            

c. Laporan pelaksanaan 

kebijakan keterbukaan 
informasi publik dalam 

Monev  

d. Rapat monev pelaksanaan 

keterbukaan informasi 

publik 

            

Penataan Sistem Manajemen SDM 

Perencanaan 

kebutuhan 

pegawai sesuai 

a. Pembuatan Data Peta 

Jabatan  

b. Analisis Beban Kerja 

            



 

 

KOMPONEN RENCANA KEGIATAN BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

dengan 

kebutuhan 

organisasi 

c. Penyusunan Analisis 

Kebutuhan Pegawai 

berdasarkan Analisis 

Beban Kerja 

d. Implementasi rencana 
kebutuhan pegawai yang 

telah disusun 

            

e. Monev pemenuhan 

kebutuhan pegawai, 

penempatan pegawai, dan 

kebijakan mutasi  

            

Pola Mutasi 
Internal 

a. Penetapan kebijakan pola 
mutasi internal dengan 

mengacu kepada kebijakan 

manajemen karier 

            

b. Penyusunan dan 

Pelaksanaan kebijakan pola 

mutasi internal 

            

c. Monitoring dan Evaluasi 
terhadap Pelaksanaan 

kebijakan pola mutasi 

internal 

            

Pengembangan 

pegawai 

berbasis 

kompetensi 

a. Analisis kebutuhan diklat 

b. Perencanaan 

pengembangan kompetensi 

pegawai 

            

c. Menyusun dokumen 
rencana pengembangan 

kompetensi pegawai 

berdasarkan penilaian SKP. 

d. Menyusun dokumen 

analisis kebutuhan dan 
rencana 

            



 

 

KOMPONEN RENCANA KEGIATAN BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

diklat/pengembangan 

kompetensi tahunan. 

e. Menyusun dokumen 

perhitungan gap 

kompetensi pegawai. 

            

f. Pelaksanaan/pendelegasian 

kegiatan pelatihan yang 

diikuti oleh pegawai  

            

g. Pelaksanaan 
pengembangan kompetensi  

            

h. Monitoring dan Evaluasi 

kegiatan pengembangan 
kompetensi 

            

Penetapan 

kinerja 

individu 

a. Penetapan SKP individu 

b. Cascading IKU dari Kepala 

Rorenkeu hingga level 

individu atau Matriks Peran 

dan Hasil (MPH) 

c. Penetapan Kinerja (PK) 

            

d. Penetapan SKP individu 
(berjenjang setiap JF) dan 

Kepala Biro 

e. Cascading IKU dari Kepala 

Rorenkeu hingga level 

individu atau Matriks Peran 
dan Hasil (MPH) 

f. Penilaian Kinerja Individu 

(penilaian SKP) 

            

g. Penilaian SKP pegawai 

pada aplikasi SIMAKIN per 

triwulan 

            

h. Menyusun rekapitulasi 
nilai SKP dan data 

kehadiran pegawai  

            



 

 

KOMPONEN RENCANA KEGIATAN BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Penegakan 

aturan 

disiplin/kode 

etik/kode 
perilaku 

pegawai 

a. Pengendalian disiplin/kode 

etik/perilaku pegawai  
            

b. Penerapan disiplin 

melalui Inovasi Reward 

and Punishment 

c. Preventive action Iupa 

absensi dengan reminder 
Whatsapp 

d. Pembinaan kedisipIinan 

pegawai meIaIui Iaporan 

            

Sistem 

Informasi 

Kepegawian 

a. Pemantauan pemutakhiran 

data pegawai secara 

mandiri oleh setiap pegawai 
pada SIASN. 

b. Pemutakhiran data 

informasi administrasi 

kepegawaian pada SIASN 

            

Penguatan Akuntabilitas 

Keterlibatan 

pimpinan 

a. Penyusunan rencana 

strategis maupun rencana 

kerja Unit Kerja  

            

b. Penyusunan penetapan 

kinerja 
            

c. Evaluasi Kinerja Biro 

Perencanaan dan 

Keuangan 

            

Pengelolaan 

Akuntabilitas 
Kinerja 

a. Penyusunan Dokumen 

Perencanaan: RKT dan PK 

            

b. Penyusunan dokumen 

perencanaan berorientasi 

hasil: DIPA, PK, Renstra 

            



 

 

KOMPONEN RENCANA KEGIATAN BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

c. Penyusunan SK IKU dan 

Manual IKU 

            

d. Penyusunan Kertas Kerja 

Indikator dengan Kriteria 

SMART 

            

e. Penyusunan masukan 

kinerja Biro sebagai input 

untuk LAKIP Sekretariat 
Utama  

            

f. Penyusunan masukan 

kinerja Biro sebagai input 

untuk LAKIP Sekretariat 

Utama 

            

g. Pemanfaatan Monitoring 

Kinerja Anggaran Biro 
Perencanaan dan 

Keuangan (MONJARO) 

            

h. Bimtek SAKIP dan 

Penyusunan Lapkin 

i. Bimtek Renstra 

j. Workshop Penyusunan 

RKAKL Alokasi Anggaran 
k. Sosialisasi Peraturan bagi 

PPSPM 

l. Sosialisasi Peraturan 

Pengelolaan PNBP 

m. Sosialisasi Petunjuk 
Teknis Pengelolaan DAK 

Nonfisik BOK POM 

            

n. Penyusunan dan penetapan 

SK Pengelola Kinerja, 

Kegiatan dan Pengelola 

Keuangan 

            



 

 

KOMPONEN RENCANA KEGIATAN BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Penguatan Pengawasan 

Pengendalian 

Gratifikasi 

a. Pelaksanaan Public 

campaign secara berkala 

            

b. Monitoring dan Evaluasi 
pengendalian gratifikasi 

yang dilaporkan secara 

berkala ke Inspektorat 

            

Penerapan 

Sistem 

Pengendalian 
Instansi 

Pemerintah 

a. Penyusunan kebijakan 

pembangunan lingkungan 

pengendalian SPIP melalui 
penetapan Tim Penjamin 

Mutu, yang meliputi 

Manajemen Representatif, 

Satgas SPIP, dan Auditor 

Internal. 

            

b. Penyusunan, penetapan, 

dan monitoring Manajemen 
Resiko (Risk register, 

identifikasi risiko dan 

mitigasi plan) 

            

c. Implementasi dan 

komunikasi Risk register, 

identifikasi risiko dan 
mitigasi plan dan dokumen 

EPITE kepada pihak terkait 

            

d. Pelaporan Monev Manrisk             

Pengaduan 
Masyarakat 

a. Review pedoman 
pengaduan masyarakat  di 

Biro Perencanaan dan 

Keuangan 

            



 

 

KOMPONEN RENCANA KEGIATAN BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

b. Pelaksanaan Public 

campaign secara berkala 

c. Pelaksanaan tindak lanjut 

hasil penanganan 

pengaduan masyarakat 

            

d. Monitoring dan evaluasi 

penanganan pengaduan 

masyarakat 

            

e. Pelaksanaan tindak lanjut 
hasil penanganan 

pengaduan masyarakat 

            

Whistle-

Blowing 

System 

a. Internalisasi Whistle 

Blowing System 

            

b. Monitoring dan evaluasi 

penerapan whistle blowing 

system 

            

c. Pelaksanaan tindak lanjut 

hasil evaluasi atas WBS 

            

Penanganan 

Benturan 

Kepentingan 

a. Identifikasi/pemetaan 

benturan kepentingan 

            

b. Sosialisasi penanganan 
benturan kepentingan 

            

c. Penetapan Pakta Integritas 

d. Pelaporan Penanganan 
Benturan Kepentingan 

            

e. Monitoring dan evaluasi 

penanganan benturan 

kepentingan 

            

f. Pelaksanaan tindak lanjut 

hasil penanganan benturan 

kepentingan 

            

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 



 

 

KOMPONEN RENCANA KEGIATAN BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Standar 

Pelayanan 

a. Penetapan SK standar 

pelayanan publik  

            

b. Penetapan Maklumat 

Pelayanan  

            

c. Penyusunan dan Penetapan 
SOP pelayanan  

            

d. Reviu dan perbaikan atas 

standar pelayanan 
dan/atau SOP  

            

Budaya 

Pelayanan 

Prima 

a. Melaksanakan 

sosialisasi/pelatihan terkait 

pelayanan Prima 

            

b. Memperbarui Informasi 

terkait pelayanan  

            

c. Pemberian Reward dan 

Punishment bagi 

Pelaksana Layanan 

d. Review Keputusan Kepala 

Biro Perencanaan dan 
Keuangan dan 

Pelaksanaan  Pemberian 

Reward dan Punishment 

bagi Pelaksana Layanan 

serta Pemberian 

Kompensasi bagi 
Pengguna Layanan 

            

e. Penggunaan Ruang Rapat 

Kecil sebagai Ruangan 

Pelayanan  

            

f. Pengembangan aplikasi 

PIPK 

            



 

 

KOMPONEN RENCANA KEGIATAN BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pengelolaan 

Pengaduan 

a. Fitur Pengaduan dan 

Konsultasi pada situs  situs 

web birorenkeu.pom.go.id 

b. Pelayanan pembuatan 
akun baru/ update pada 

aplikasi yang dikelola  

            

c. Pelaksanaan kerja dari 

petugas pengelola 

pengaduan dan Konsultasi 

pada situs  situs web 
birorenkeu.pom.go.id 

d. Pelayanan pembuatan 

akun baru/ update pada 

aplikasi yang dikelola  

            

e. monitoring pengaduan 

SPAN-Lapor 

            

Penilaian 

Kepuasan 

terhadap 

Pelayanan 

a. Survei kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan 
            

b. Pengumuman hasil survei 

kepuasan pelanggan di 

media sosial 

            

c. Pelaksanaan tindak lanjut 

hasil survei kepuasan 

masyarakat 

            

Pemanfaatan 
teknologi 

infomasi 

a. Pelaksanaan layanan 
terpadu pada situs web 

birorenkeu.pom.go.id 

b. Pelayanan pembuatan 

akun baru/ update pada 

aplikasi yang dikelola 

c. Pengunaan aplikasi yang 
dikelola Biro Perencanaan 

dan Keuangan 

(SMARTPOM; Simetris 

            



 

 

KOMPONEN RENCANA KEGIATAN BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

modul E Planning, modul 

RHPK, modul E 

Performance; KRISNA; 

SAKTI; SEHATI; SRIKANDI) 

d. Penerapan database yang 
terintegrasi 

            

e. Pelaksanaan perbaikan 

terus menerus  

            

 

 
 
DITETAPKAN DI JAKARTA 

PADA TANGGAL, 26 FEBRUARI 2025 
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN, 
 
 

 
 

 
ALI MUHARAM 
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